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Abstrak

Fenomena umum yang sering terjadi di kehidupan sosial dan ekonomi saat ini ada beberpa faktor yang
menyebabkan salah satu pihak untuk melakukan pinjam meminjam. Pinjam meminjam merupakan
suatu alat kegiatan perjanjian di kehidupan masyarakat, yang mana dilakukan suatu jaminan dari
kreditur kepada debitur perjanjian berupa barang bergerak atau tidak bergerak dengan syarat yang
telah disepakati. Wanprestasi dalam pinjam meminjam merupakan ketika salah satu pihak gagal
dalam memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan berdasarkan kesepakatan awal dari kedua belah
pihak. Jaminan fidusia merupakan produk konvensinal yang diterapkan untuk memberikan
perlindungan khususnya kepada kreditur. Permasalahan dalam penelitian ini adalah faktor penyebab
wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia, serta pertimbangan
hakim terhadap wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia kepada
PT. Wahana Ottomira Multhiarta TBK. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini ialah
pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris yang menggunakan data sekunder dan primer,
yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data dengan analisis yuridis
normatif. Hasil penelitian dalam penelitian ini yaitu berbagai faktor yang memicu terjadinya
wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia dapat dijelaskan dari
beberapa faktor yaitu dari pihak debitur, faktor itu mencakup seperti kelalaian dalam melakukan
prestasi dan kegagalan memenuhi ketentuan kesepakatan. Kemudian, pertimbangan hakim terhadap
wanprestasi dalam perjanijan pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia, memperhatikan fakta-
fakta dalam perkara ini hakim merujuk pada dasar hukum Pasal 1234, 1238, 1243 KUHPerdata. Hal ini
memenuhi unsur-unsur pertimbangan hakim dan terbukti dalam wanprestasi pinjam meminjam
sebagai berikut : keabsahan perjanjian, fakta-fakta dan bukti yang diajukan adanya wanprestasi,
kepatutan proses dan prosedur hukum, analisa hukum dan akibat hukum, pertimbangan penolakan
tuntutan tambahan, dan dasar hukum. Maka jelas bahwa pertimbangan dalam perkara ini dikuatkan
oleh ketrangan saksi, alat bukti, ataupun unsur-unsur lainnya sesuai dengan peraturan hukum yang
berlaku dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman sudah tepat dan benar. Saran
diharpakan kedepannya kedua pihak tergugat dalam upaya dalam penyelesaian perkara bersama
tersebut harus dilaksanakan sesuai eperjanjian kedua belah pihak yang terikan dalam perjanjian yang
dibuat atau disepakati. Kepada hakim menerapkan berupa denda yang maksimal, guna memberikan
efek jera kepada pelaku dan mencegah tidak adanya kasus yang serupa dimasa mendatang, dan jika
terjadi kembali kasus wanprestasi sebaiknya melaporkan kepada piha yang berwenang.

Kata Kunci: Wanprestasi; Perjanjian, Pinjam Meminjam, Penjaminan Fidusia, Studi Putusan
28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk.
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PENDAHULUAN

Jika melihat fenomena umum yang sering terjadi di kehidupan sosial dan ekonomi di era
sekarang ini, ada beberapa faktor aspek timbulnya yang menyebabkan salah satu pihak
memilih untuk melakukan pinjam meminjam baik dari lembaga keuangan, Perusahaan
pembiayaan, lembaga koperasi hingga keluarga dan kerabat untuk kebutuhan kehidupan
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manusia, memenuhi kemajuan pelaku bisnis dan tidak sedikit juga ada yang menggunakan
untuk gaya hidup. Pinjam meminjam merupakan suatu alat kegiatan perjanjian yang sering
digunakan di kehidupan masyarakat, terutama dalam penyiapan dana hingga benda seperti
halnya yang di atur dalam Pasal 1754 KUHPerdata yang menjelaskan “bahwa pinjam
meminjam adalah perjanjian yang mana pihak pertama memberikan barang kepada pihak
kedua dengan syarat pihak kedua mengembalikan barang tersebut dalam bentuk kualitas
yang sama”. Dalam kegiatan pinjam meminjam harus diadakan suatu jaminan dari kreditur
(pemberi hutang) kepada debitur (yang berhutang) perjanjian, biasanya jaminan ini berupa
barang bergerak atau tidak bergarak dengan syarat jumlah nilai harga yang setara dengan
jumlah uang yang akan dipinjamkan. Jaminan sangat berguna untuk apabila ada pihak yang
melanggar maka jaminan itu akan di ambil oleh pihak peminjam. Namun pada realitanya
sengketa ini juga sering timbul akibat tidak dipenuhinya perjanjian dalam memenuhi
kewajiban dari salah satu pihak, hal ini disebut dengan wanprestasi pinjam meminjam.
Wanprestasi dalam pinjam meminjam merupakan permasalahan penting dimana ketika salah
satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang harus diselesaikan berdasaarkan kesepakatan
awal dari kedua belah pihak. Hal-hal yang menyebabkan wanprestasi sendiri seperti
menunggak bayar cicilan dengan waktu yang telah ditentukan, tidak membayar bunga, hingga
tidak mengembalikan jumlah kewajiban yang harus dibayarkan sesuai dengan kesepakatan di
awal. Wanprestasi dalam pinjam meminjam sendiri memberikan dampak bagi pihak pemberi
pinjaman, efek ini sangat berperngaruh pada kerugian finansial dikarenakan pihak yang
meminjam tidak mengembalikan dana atau barang dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atauuntuk melakukan suatu
perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktu nya tetapi berutang akan
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus
lebih dahulu ditagih. Jaminan fidusia merupakan produk konvensional yang diterapkan untuk
memberikan perlindungan bagi kreditur khususnya. Ketika debitur melakukan wanprestasi,
kreditur dapat meminta ganti rugi kepada debitur melalui eksekusi atas jaminan fidusia.
Dengan pendaftaran fidusia, eksekusi barang jaminan dapat dilakukan segera tanpa
menunggu putusan pengadilan. Kondisi semacam ini memberikan kemudahan bagi lembaga
keuangan untuk menarik ganti rugi dari pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.l
Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atauuntuk melakukan suatu
perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi si berutang akan
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus dahulu
ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaknya pelaksanaan
perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, misalnya dalam jual beli suatu barang
tertentu yang sudah ditangan si penjual, maka prestasi tadi (dalam hal ini menyerahkan
barang tersebut) tentunya juga dapat dituntut seketika. Apabila prestasi tidak seketika dapat
dilakukan, maka si berutang perlu diberikan waktu yang pantas. Misalnya dalam jual beli
barang yang belum berada di tangan si penjual, pembayaran kembali uang pinjaman dan lain
sebagainya.?

Perjanjian merupakan tindakan hukum satu orang atau lebih untuk saling mengikat
dirinya dengan orang atau lebih, sehingga dengan terikatnya para pihak maka timbul
kewajiban dari masing-masing pihak untuk saling memenuhi prestasi.3Jika dalam suatu
perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi ditentukan maka debitur berada dalam
keadaan wanprestasi setelah lewat tenggang waktu yang ditentukan. Kepastian hukum dalam

1 Muhammad Maksum. 2015. Penerapan Hukum Jaminan Fidusia dalam Kontrak Pembiayaan Syariah.Volume 3 Number 1, Jurnal Cita Hukum.
hlm 55.

2 Subekti, 2005.Hukum Perjanjian.PT. Intermasa, Jakarta, hlm 46.

3Iqliima, 2015.Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Buku III Kuhperdata. Universitas Islam Bandung, Bandung, Him 18.
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perjanjian ini memberikan jaminan, sama hal seperti kasus pada putusan Pengadilan Negeri
Tanjung Karang Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk telah terjadi tindakan wanprestasi dalam
pinjam meminjam “Penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan kemampuan
kedua belah pihak, dan menurut keadaan” Pasal 1371 alenia (2) KUHPerdata tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Berawal dari PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk kantor
cabang lampung dengan tergugat Annisa Widita Hasbari telah terjadi perjanjian pembiayaan
Nomor :1118120230706719 pada tanggal 29/07/2023 dengan rincian sebagai berikut pokok
hutang Rp 106.057,930, bunga 20.51% total hutang Rp 149.520.000 (pokok hutang +bunga)
jangka waktu 48, jatuh tempo fasilitas tanggal 19 setiap bulannya, jumlah angsuran Rp
3.560.000 perbulan berikut syarat syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan dan selain
bertandatangan pada Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1118120230706719 tanggal
29/07/2023 tersebut, Tergugat juga bertandatangan pada Pembiayaan, surat Persetujuan dan
Kuasa Penarikan Jaminan dan untuk menjamin pinjamannya tersebut Tergugat menyerahkan
jaminan berupa BPKB atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Brio E Satya M/T
Nomor rangka: MHRDD1750J]712659, Nomor Mesin :L12B31922963 tahun 2018 Nopol:
BE1037YG; Selanjutnya, objek jaminan pinjaman Tergugat tersebut, Penggugat tersebut
melaksanakan pendaftaran fidusia dan telah terbit Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :
W9.00120156.AH.05.01 Tahun 2023 dan terhitung sejak pembayaran angsuran ke-6 hingga
gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tergugat tidak melakukan
kewajiban pembayaran angsuran selama 4 (empat) bulan. Setelah itu akibat tidak
dilakukannya pembayaran angsuran oleh Tergugat, maka Penggugat telah menyampaikan
Surat Peringatan (SP) sebanyak 3(tiga)kali namun Tergugat tetap tidak menyelesaikan
kewajibannya dan Penggugat menyatakan Tergugat telah wanprestasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulisan tertarik melakukan penelitian yang
dituangkan dalam penulisan skripsi dengan judul Wanprestasi Pinjam Meminjam Dengan
Penjaminan Fidusia Kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Berdasarkan Putusan
Nomor 28/Pdt.G.S/2024 /PN.Tjk. Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang
diangkat dalam penelitian ini adalah: Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya
wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia kepada PT.
Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk?
Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pinjam
meminjam dengan penjaminan fidusia kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk? Berdasarkan uraian diatas, maka
perlu dilakukan pembatasan, adapun ruang lingkup penelitian adalah: Faktor penyebab
terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia
kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Berdasarkan Putusan Nomor
28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk? Pertimbangan hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian
pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia kepada PT. Wahana Ottomitra Mutiartha Tbk
Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk? Adapun tujuan yang hendak di capai
dalam penelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis faktor
penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan penjaminan
fidusia kepada PT. Wahana Ottomitra Mutiartha Tbk Berdasarkan Putusan Nomor
28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk? Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan
hakim terhadap wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam dengan penjaminan fidusia
kepada PT. Ottomitra Multiartha Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024 /PN.Tjk?

METODE PENELITIAN
Untuk memecahkan masalah guna memberikan petunjuk pada permasalahan yang akan
dibahas dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka dalam penelitian ini
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diperlukan metode tertentu, adapun metode yang akan digunakan oleh penulis dalam

kerangka penulisan ini adalah: Dalam pendekatan ini penulis menggunakan 2(dua)

pendekatan masalah,yaitu pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Empiris. Pendekatan

Yuridis Normatif adalah Pendekatan yuridis normatif yaitu pendakatan yang mengkaji hukum

tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur

komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan
kekuatan mengikat suatuundang-undang serta bahasa hukum yang digunakan tetapi tidak
mengkaji aspek terapan atau implementasinya. Pendekatan Empiris adalah Pendekatan
empiris yaitu dengan meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara
langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian dengan cara wawancara dengan
narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan data yang

bersumber dari data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui yang sifatnya mengikat,

literatur, peraturan perundang-undangan, dan dengan cara menggumpulkan dari berbagai
sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Jenis data bersumber
dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

1. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan
(Library Research) yang berkaitan dengan pokok permasalahan seperti buku-buku literatur
dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri
dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat
mengikat dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen). Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan Fidusia. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 (Perma No. 4 Tahun
2009) tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah agung Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

b. Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan
karya ilmiah yang berkaitan dengan Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
Dengan Penjaminan FidusiaKepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (Berdasarkan
Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk)

2. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan
secara langsung pada obyek penelitian (Field Research) yang dilakukan dengan cara
observasi dan wawancara secara langsung mengenai Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam
Meminjam Dengan Penjaminan Fidusia kepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk
(Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk) di Pengadilan Negeri Kelas 1 A
Tanjung Karang.

Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan
data yang terdiri dari:

1. Studi Kepustakaan (Library Research). Studi kepustakaan (Library Research) adalah
kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang
menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat di peroleh dari buku-buku karya
ilmiah, tesis yang di sertai internet, sumber-sumber lain, dengan mengutip dan menelaah
sebagai penunjang peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-
pemikiran yang relevan dengan membaca dan mempelajari buku-buku yang menjelaskan
literatur-literatur serta sumber bacaan lainnya.
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2. Studi Lapangan (Field Research). Studi Lapangan adalah kegiatan mengumpulkan informasi
secara langsung yang diperlukan di dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan
dua (2) cara, yaitu:

a. Pengamatan (Observation). Pengamatan atauobservasi adalah kegiatan terhadap proses
atau objek yang bertujuan mengamati dari sebuah perkara. Penelitian Ini dilaksanakan
di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Tanjung Karang.

b. Wawancara (Interview). Wawancara yaitu cara pengumpulkan data dengan wawancara
langsung secara terarah (directive interview) terhadap narasumber terkait dengan
perkara tersebut untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Dengan

Penjaminan FidusiaKepada PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk Berdasarkan

Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024 /PN.Tjk.

Wanprestasi merupakan pelanggaran yang dibuat oleh salah satu pihak yang dimana
tidak memenuhi suatu kewajiban yang telah disepakati berupa kelalaian debitur dalam
melakukan prestasi, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak
melaksanakan kewajiban sama sekali. Kasus yang sering terjadi yaitu wanprestasi, seperti hal
nya dalam perkara PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk melawan Annisa Widiati Habsari
Berdasarkan Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk. Pinjam meminjam adalah suatu
perjanjian yang di mana salah satu pihak memberikan berupa benda atauuang kepada pihak
lain dengan ketentuan bahwa benda atauuang tersebut dikembalikan dalam keadaan yang
sama, baik dalam jumlah, jenis, atau kualitas, pada waktu yang telah disepakati. Faktor
merupakan salah satu akibat dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, perbuatan
itu sendiri bisa perbuatan yang baik ataupun buruk,bahwaPT. Wahana Ottomitra Multiartha
Tbk selanjutnya disebut Penggugat telah mengajukan gugatan wanprestasi dalam perjanjian
pinjam meminjam kepada Annisa Widita Habsari yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat.
Dalam wawancara ini berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/
PN.Tjk, faktor penyebab terjadinya wanprestasi pinjam meminjam antara PT. Wahana
Ottomitra Multiartha Tbk dan Annisa Widiati Habsari sebagai Tergugat, sebagai berikut:

1. Kelalaian Debitur dalam melakukan prestasi yang dimana tergugat tidak melaksanakan
kewajiban pembayaran angsuran dengan jaminan fidusia yang telah terbit dengan
sertifikat fidusia : W9.00120156.AH.05.01 pada tahun 2023 dalam waktu 4 bulan sejak
pembayaran angsuran ke-6 hingga gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri
Tanjungkarang Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran meskipun
telah diberikan peingatan sebanayak tiga kali secara berturut-turut oleh penggugat. Dalam
hal ini tergugat tidak dilandasi dengan asas itikad baik, berdasarkan hasil wawancara
dengan bapak Lukamanul Hakim menyatakan bahwa itikad baik merupakan salah satu
prinsip dalam menghormati hak serta kepentingan pihak lain dalam hubungan atau
transaksi tertentu, itikad baik sangat penting untuk diketahui bahwa menjadi dasar
kepercayaan dan keadilan dalam hubungan hukum. Didalam berbagai tahapan itikad baik
dapat dilaksanakan, saat perjanjian telah dibuat, beberapa pihak harus memiliki sikap yang
terbuka dan tidak menipu. Selain itu mereka juga haru melakukan kewajiban sesuai
kesepakatan tagar tidak mecari celah untuk tidak beranggung jawab.

2. Kegagalan memenuhi Ketentuan Kesepakatan, dalam perjanjian pembiayaan Nomor
1118120230706719, Tergugat telah mengikatkan dirinya untuk melaksanakan kewajiban
pembayaran angsuran dengan rincian sebagai berikut: pokok hutang Rp 106.057,930,
bunga 20.51% total hutang Rp 149.520.000 (pokok hutang +bunga) jangka waktu 48, jatuh
tempo fasilitas tanggal 19 setiap bulannya, jumlah angsuran Rp 3.560.000 perbulan, namun
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Tergugat tidak melaksankan kewajiban yang merupakan pelanggaran atas kesepakatan
yang telah dibuat.Bapak lukamnul Hakim mengatakan dalam konteks ini perjanjian
pembiayaan, dimana kegagalan dalam memenuhi kewajiban hal yang jelas murupakan
pelanggaran dalam prisnsip dasar hukum perjanjian, yaitu asas pacta sunt servanda yang
artinya perjanjian harus ditaati oleh para pihak. Apalagi jika melihat bunga yang telah
dialami oleh penggugat bisa dikategorikan tinggi, apabila dibandingkan dengan bunga
pinjaman yang ada pada umumnya.

Berdasarkan uraian di atas faktor penyebab Tergugat melakukan salah satuunsur-unsur
wanprestasi yaitu “Melakukan prestasi yang dijanjikan, tapi hanya sebagian” dari prestasi
yang telah dijanjikan dalam perjanjian pinjam meminjam. Hal ini sejalan dengan definisi
wanprestasi dalam Pasal 1234 KUHPerdata yang mencakup situasi di mana salah satu pihak
tidak sepenuhnya memenuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian. Meskipun Tergugat
telah melaksanakan sebagian kewajibannya, kegagalan dalam menyelesaikan pembayaran
angsuran yang tersisa tetaplah memenuhi unsur wanprestasi.

Pertimbangan Hakim Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam
Dengan Penjaminan FidusiaKepada PT. Wahana Ottomitra Mutiartha Tbk Berdasarkan
Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024 /PN.Tjk

Pertimbangan hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan dari kasus
wanprestasi, hakim harus memiliki sikap adil agar hasil dari putusan tidak menimbulkan
kerugian bagi setiap pihak. Dalam menjatuhkan putusan seorang hakim sangat bergantung
pada akta hukum, bukti yang diajukan, maupun penerapan asas-asas hukum yang amat
relevan. Hakim itu sendiri harus memiliki kemampuan menilai objektif agar menimbulkan
keadilan bagi para pihak. Selanjutnya putusan hakim tidak hanya bersifat menghukum saja
saja namun juga memberikan solusi hukum yang efektif. Berdasarkan hasil wawancara
dengan Hendro Wicaksono selaku hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, bahwa
dalam perkara dengan nomor Putusan 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk terdapat gugatan sederhana
yang diajukan oleh Penggugat terhadap tergugat. Sebab gugatan ini diajukan karena adanya
dugaan wanprestasi yang dilakukan oleh Penggugat. Dalam wawancara ini, hal diatas telah
memenuhi unsur-unsur Pertimbangan Hakim dan terbukti dalam wanprestasi dalam pinjam
meminjam dalam hakim memutuskan suatu perkara.

1. Keabsahan Perjanjian. Hakim telah memastikan perjanjian yang menjadi dasar
permasalahan dibuat secara sah sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan
bahwa perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak.
Perjanjian pembiayaan (Nomor: 1118120230706719) mencakup syarat-syarat dan
ketentuan yang telah disepakati kedua belah pihak serta terdaftar dengan jaminan fidusia.

2. Fakta-fakta dan Bukti yang diajukan. Penggugat mengajukan bukti berupa dokumen
perjanjian, sertifikat fidusia, surat peringatan (SP), kartu piutang, serta bukti fisik jaminan
(kendaraan bermotor).Hakim memastikan bukti-bukti dengan fakta persidangan, termasuk
status tergugat yang telah menandatangani dokumen terkait, tetapi tidak melaksanakan
kewajiban pembayaran angsuran.Dokumen yang ditandatangani yaitu berupa kesepakatan
bahwa kreditur memiliki wewenang apabila tergugat tidak memenuhi kewajibanya maka
kreditur berhak untuk menarik jaminan itu sendiri, jaminan itu berupa 1 (satu)unit
kendaraan bermotor merk Honda Brio E Satya M/T Nomor rangka :MHRDD1750]]712659,
Nomor Mesin :L.12B31922963 tahun 2018 Nopol :BE1037YG.

3. Adanya Wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdata, prestasi adalah kewajiban
untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.Hakim
menemukan bahwa tergugat telah gagal memenuhi kewajiban pembayaran angsuran
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selama empat bulan. Hingga terhitung sejak pembayaran ke 6 (enam) sampai gugatan ini
didaftarkan Tergugat tidak juga kunjung melakukan kewajibanya membayar angsuran
selama empat bulan dan dari akibat Tergugat tidak membayar angsuran Penggugat
menyampaikan surat panggilan sebanyak tiga kali. Bahwa sebelum menyatakan debitur
telah melakukan wanprestasi harus ada prosedur terlebih dahulu dengan somasi minimal
tiga kali dan peringatan kepada debitur diluar pengadilan Negeri (ibgbreke stelling). Hakim
menilai bahwa tindakan tergugat memenuhi kualifikasi wanprestasi, sesuai dengan definisi
dalam KUHPerdata.Tergugat telah melalukan cidera janji atau wanprestasi terhadap
pembiayaan Nomor:1118120230706719 pada tanggal 29/07 /2023, akan dipertimbangkan
sebagai berikut dibawah ini bahwa:

a. Tidak melaksanakan Prestasi sama sekali

b. Melaksanakan tepati tidak tepat waktu

c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang dijanjikan

d. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

4. Kepatutan Proses dan Prosedur Hukum. Pemanggilan tergugat dilakukan secara sah dan
patut melalui surat tercatat, namun tergugat tidak hadir dalam persidangan.Gugatan
diproses secara verstek, karena tergugat tidak memberikan tanggapan atau pembelaan.

5. Analisa hukum dan Akibat Hukum. Tergugat dinyatakan wanprestasi, dan sertifikat fidusia
sebagai jaminan pembayaran hutang dinyatakan sah, terkait kerugian materil hanya dapat
mengabulkan penerimaan angsuran sebesar Rp. 149.520.000 ditambah dengan denda
senilai Rp. 8.824.600. menjadi Rp. 158.344.000 (Seratus Lima Puluh Delapan Ratus juta
Tiga Ratus Empat Puluh Empat Ribu Rupiah) dan terkait dengan kerugian inmateril Hakim
berpendapat sebagaiman yang telah diatur dalam Pasal 1371 alenia 2 KUHPerdata tersirat
pedoman yang isinya “Penggantian kerugian ini dinilai menurut kedudukan dan
kemampuan kedua belah pihak, dan menurut keadaan” dan berdasarkan Putusan
Mahkamah Agung Nomor 650/PK/Pdt/1994 berisi pedoman yang isinya “Berdasarkan
Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam
hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan. Untuk
menjamin pinjaman yang diajukan maka Tergugat menyerahkan jaminan berupa satuunit
kendaraan bermotor Honda Brio E Satya M/T Nomor rangka :MHRDD1750]]712659,
Nomor Mesin :L12B31922963 tahun 2018 Nopol :BE1037YG, kemudian dari objek jaminan
tersebut penggugat mendaftarkan objek jaminan fidusia tersebut dan telah terbit dengan
sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W9.00120156.AH.05.01 Tahun 2023.

6. Pertimbangan Penolakan Tuntutan Tambahan. Tuntutan terkait uang paksa (dwangsom)
dan sita jaminan ditolak karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum.Penggugat meminta
pengadilan untuk member hukum tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom)
senilai Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat terindikasi lalai
dalam menjalakan isi putusan ini. Hakim berpendapat bahwa uang paksa ini pada
hakekatnya akan diajtuhkan apabila amar putusan berisi tentang penghukuman untuk
melaksanakan perbuatan tertentu, dengan ancaman membayar jumlah uang dengan nilai
tertentu. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 uang
paksa (Dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, sebagaimana
dalam gugatan Penggugat, supaya tergugat melakukan kewajiban pembayaran agar lunas
keseluruhan pada penggugat maka Pentitium haruslah ditolak.Tuntutan ganti rugi
immaterial juga ditolak karena tidak termasuk dalam kategori yang diatur dalam Pasal
1370,1371, dan 1372 KUHPerdata.

7. Dasar Hukum. Hakim merujuk pada Pasal 1234,1238, dan 1243 KUHPerdata untuk
wanprestasi, bahwa berdasarkan fakta menjadi kuat dengan dibuktikanya apabila
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perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi kualifikasi wanprestasi, dengan
demikianlahpetitum Penggugat yaituuntuk menyatakan bahwa Tergugat wanprestasi patut
dikabulkan.Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 dan Yurisprudensi
Mahkamah Agunguntuk prosedur gugatan sederhana dan bukti yang sah.Dengan ini hakim
menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor
2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana, disebutkan bahwa “Dalil
gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat tidak perlu pembuktian tambahan”.
Hakim mempertimbakan bahwa berdasarkan yurispredensi Mahkamah Agung Nomor 112
J/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, Fotokopi suatu dokumen dapat dijadikan alat
bukti yang sah dalam persidangan apabila dikuatkan oleh keterangan saksi atau alat bukti
lainya. Dalam mengajukan perkara ini.

Dalam mempertimbangkan perkara ini hakim merujuk pada dasar hukum yang relevan,
termasuk pasal 1234 KUHPerdata yang mengatur tentang kewajiban prestasi, Pasal 1338 (1),
dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 Tentang tata cara Penyelesaian
gugatan sederhana. Mengingat ketentuan pasal 1234 Kitab Undang Undang Hukum Perdata,
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan
Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata
Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

KESIMPULAN

Faktor Penyebab Terjadinya Penggugat mengajukan Wanprestasi Dalam Perjanjian
Pinjam Meminjamadalah karena salah satu pihak yang dimana tidak memenuhi suatu
kewajiban yang telah disepakati berupa kelalaian debitur dalam melakukan prestasi,
pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau tidak melaksanakan kewajiban sama
sekali.Kemudian, dalam waktu 4 bulan sejak pembayaran angsuran ke-6 hingga gugatan ini
didaftarkan pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Tergugat tidak melakukan kewajiban
pembayaran angsuran meskipun telah diberikan peingatan sebanayak tiga kali secara
berturut-turut oleh penggugat. Meskipun Tergugat telah melaksanakan sebagian
kewajibannya, kegagalan dalam menyelesaikan pembayaran angsuran yang tersisa tetaplah
memenuhi unsur wanprestasi. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Wanprestasi Dalam
Perjanjian Pinjam Meminjam, seorang Hakim dalam mempertimbangkan keputusan harus
tetap berdasarkan pada beberapa sudut pandang secara detail karena hal-hal tersebutlah
yang membedakan Hakim dengan masyarakat sipil dalam mengadili sesuatu. Kemudian,
dalam pertimbangannya terhadap kasus Putusan Nomor 28/Pdt.G.S/2024/PN.Tjk, Hakim
melihat dari beberapa sudut pandang yang memenuhi unsur-unsur pertimbangan Hakim
dalam menjatuhkan putusan yaituunsur Keabsahan Perjanjian, Fakta-fakta dan Bukti yang
diajukan, Adanya Wanprestasi, Kepatutan Proses dan Prosedur Hukum, Dampak dan Akibat
Hukum, Pertimbangan Penolakan Tuntutan Tambahan, dan Dasar Hukumnya. Hakim telah
menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya kepada kedua belah pihak agar tidak timbul
permasalahan yang baru ataupun terjadi kembali kasus yang sama serta menjadi pelajaran
untuk masyarakat dalam membuat perjanjian dan melaksanakan kewajiban bagi kedua belah
pihak yang saling terikat di dalam perjanjian yang dibuat atau disepakati.
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Saran

Dalam hal ini, maka penulis ingin memberikan saran yang sangat diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait, Adapun saran yang diberikan
dan ditujukan kepada: Diharapakan kepada pihak Tergugat dalam upaya penyelesaian
perkara bersama tersebut harus dilaksanakan sesuai perjanjian kedua belah pihak yang
terikat di dalam perjanjian yang dibuat atau disepakati. Diharapkan kepada Hakim
menerapkan sanksi berupa denda yang maksimal, guna memberikan efek jera kepada pelaku
dan mencegah tidak adanya kasus yang serupa di masa mendatang.
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